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melakukan prosedur penilaian, KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota menetapkan 1 (satu) Rumah Sakit 

sebagai sarana pemeriksaan Kesehatan Calon 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan 

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 

dengan Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU 

Kabupaten/Kota; 

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan 

Umum Kota Mojokerto Nomor 240/PL.02.2-BA/ 

3576/2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Tempat 

Pemeriksaan Kesehatan Bagi Bakal Pasangan Calon 

Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto dalam Pilkada 

Serentak Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota 

Mojokerto telah menetapkan Rumah Sakit Tempat 

Pemeriksaan Kesehatan Bagi Bakal Pasangan Calon 

Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto dalam Pilkada 

Serentak Tahun 2024; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota 

Mojokerto tentang Penetapan Rumah Sakit Tempat 

Pemeriksaan Kesehatan Bagi Bakal Pasangan Calon 

Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto dalam Pilkada 

Serentak Tahun 2024; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
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Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6547); 

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 

2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta  Walikota dan Wakil Walikota Tahun  2024 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 

60); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan 

Wakil Walikota, jumlah persyaratan perolehan kursi 

dan suara sah untuk setiap provinsi dan 

kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan KPU 

Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345); 

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 

2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan 

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; 
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